


NOTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI 
DENGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI 

Nomor:  HK.05 .01/  1847 /IV/2/BPKPD/2024 

Nomor: l 72.2/BA.24/DPRD/2024 

7 :  

TENTANG 

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua 

Puluh Empat (16-08-2024) ,  kami yang bertandatangan di bawah i n i :  

1 .  Nama 

Jabatan 

Alamat Kantor 

: KUSMANA HARTADJI 

: Pj. Walikota Sukabumi 

: Jalan R. Syamsudin, S .H .  Nomor 25 Sukabumi 

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi. 

2 .  a. Nama 

Jabatan 

: H. KAMAL SUHERMAN 

: Ketua DPRD Kota Sukabumi 

Alamat Kantor : Jalan Ir. H.  Juanda Nomor 10  Sukabumi 

b. Nama 

Jabatan 

: JONA ARIZONA 

: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi 

Alamat Kantor : Jalan Ir. H.  Juanda Nomor 10  Sukabumi 

c. Nama 

Jabatan 

: H. WAWAN JUANDA 

: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi 

Alamat Kantor : Jalan Ir. H.  Juanda Nomor 10  Sukabumi 

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Sukabumi bertindak selaku dan atas nama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2024 perlu disusun Perubahan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A .  2024 yang disepakati 

bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan 

sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah T.A. 2024.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD 

dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD T .A .  2024, 

para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 



I - ' 

Sementara T.A. 2024 yang meliputi rancangan pendapatan dan penerimaan 

pembiayaan daerah T.A. 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran 

Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan 

rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024. 

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara T.A. 2024 

disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan Nota Kesepakatan ini. 

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam 

penyusunan Perubaha Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 

2024. 

Sukabumi, 16 Agustus 2024 

PIHAK PERTAMA 

KUSMANA HARTADJI 

PIHAKKEDUA 

KETUA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI 

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI 

JONA ARIZONA 

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI 

H. WAWAN JUANDA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta 

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.  

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 

menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS. 

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala 

daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam 

menyusun perubahan RKA-SKPD. 

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS)  

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS adalah sebagai 

dasar/pedoman dan/atau petunjuk dalam penyusunan program prioritas 

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 

Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-

Perangkat Daerah) yang akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan 

APBD. 

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS)  

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS Kota Sukabumi Tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disepakati 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

UndangNomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);  

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);  
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7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

8.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846);  

9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049);  

10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5224);  

11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 
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13.  Undang Undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3584);  

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575);  
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18.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738);  

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);  

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161);  

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);  
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23.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);  

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523);  

26.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

27.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

28.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178);  
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29.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322);  

30.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

31.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  

32.  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  

33.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 701);  

34.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

35.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  
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36.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

37.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);  

38.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

39.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1);  

40.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2012 Nomor 10);  

41.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 - 2031 (Lembar 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);  

42.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 

Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);  

43.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2020 Nomor 9);  

44.  Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 (Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1);  

45.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2024; 

46.  Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 ahun 2024 tentang 

Perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2024. 
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BAB II 

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH  

 
Anggaran pendapatan daerah pada perubahan PPAS Tahun 2024 

diproyeksikan sebesar Rp 1.288.241.260.246,00 bertambah sebesar Rp 

36.863.277.172,00 atau sekitar 2,95 persen dari pendapatan pada APBD 

murni. 

Secara rinci proyeksi perubahan target pendapatan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp 13.518.676.959,00 

atau sebesar 3,24 persen, dengan rincian: 

1) Hasil pajak daerah diasumsikan tidak mengalami penambahan 

maupun pengurangan atau sama dengan APBD murni. 

2) Retribusi daerah bertambah sebesar Rp 536.754.038,00 atau 

sebesar 1,54 persen berasal dari peningkatan retribusi jasa umum 

sebesar Rp 28.053.638,00 dan jasa usaha sebesar                     Rp 

448.501.000,00 serta perizinan tertentu sebesar                          

Rp 60.199.400,00. 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkurang 

sebesar Rp 119.014.338,00 atau 2,50 persen, yang berasal dari 

bagian laba atau deviden atas penyertaan modal pada Bank Jabar 

Banten menurun sebesar Rp. 119.014.338,00 atau sebesar 2,50 

persen, sedangkan dari PD. BPR Kota Sukabumi tidak berubah.  

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan 

yaitu sebesar Rp 13.936.416.659,00 atau sebesar 4,49 persen. 

Penurunan ini terutama berasal dari pendapatan BLUD Rumah 

Sakit. 
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2. Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp 49.515.295.935,00 atau 

sebesar 6,03 persen.  

1) Pendapatan Transefr dari Pemerintah Pusat dengan rincian: 

Dana perimbangan yang berasal dari komponen Dana Bagi Hasil 

bertambah sebesar Rp 21.738.465.000,00 atau sebesar 37,75 

persen, Dana Alokasi Umum bertambah sebesar                                 

Rp 2.209.932.000,00 atau sebesar 0,44 persen, sedangkan dana 

transfer khusus berupa DAK Non Fisik berkurang                                

Rp 4.335.938.303,00 atau 3,21 persen. 

2) Pendapatan Transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil 

dan bantuan keuangan provinsi mengalami peningkatan yaitu 

sebesar Rp 29.902.297.238,00 atau sebesar 100 persen. 

3. Lain-Lain Pendapatan yang sah bertambah sebesar                                        

Rp 866.658.196,00 atau sebesar 6,22 persen yaitu berupa Dana 

Kapitasi JKN pada FKTP 

Proyeksi perubahan pendapatan daerah pada Perubahan PPAS 

Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2.1 
Perubahan Target Pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2024 

 APBD TA 2024 

 PENJABARAN 

PERUBAHAN PERKADA 

APBD TA 2024 (Parsial) 

 PERUBAHAN PPAS 2024  (Rp)  % 

1 2 3 4 5 6 = 5 - 3 7

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        416.860.686.061,00         415.861.936.061,00         403.342.009.102,00 -   13.518.676.959,00      (3,24)

4.1.01 Pajak Daerah             66.635.783.945,00             66.635.783.945,00             66.635.783.945,00                                 -             -   

4.1.02 Retribusi Daerah             34.833.395.072,00             35.279.411.072,00             35.370.149.110,00            536.754.038,00        1,54 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan               4.753.064.486,00               4.753.064.486,00               4.634.050.148,00 -          119.014.338,00       (2,50)

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah           310.638.442.558,00           309.193.676.558,00           296.702.025.899,00 -     13.936.416.659,00       (4,49)

4.2 PENDAPATAN TRANSFER        820.579.297.013,00         852.691.526.251,00         870.094.592.948,00     49.515.295.935,00       6,03 

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat        739.270.043.138,00         741.479.975.138,00         758.883.041.835,00     19.612.998.697,00       2,65 

4.2.01.01 Dana Perimbangan        731.686.100.138,00         733.896.032.138,00         751.299.098.835,00     19.612.998.697,00       2,68 

4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)             57.578.708.490,00             57.578.708.490,00             79.317.173.490,00        21.738.465.000,00      37,75 

4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)           504.894.239.000,00           507.104.171.000,00           507.104.171.000,00         2.209.932.000,00        0,44 

4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik

            34.308.668.648,00             34.308.668.648,00             34.308.668.648,00                                 -             -   

4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik

          134.904.484.000,00           134.904.484.000,00           130.569.085.697,00 -       4.335.398.303,00       (3,21)

4.2.01.06 Insentif Fiskal            7.583.943.000,00            7.583.943.000,00            7.583.943.000,00                                -             -   

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah          81.309.253.875,00         111.211.551.113,00         111.211.551.113,00     29.902.297.238,00     36,78 

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil             81.309.253.875,00             81.309.253.875,00             81.309.253.875,00                                 -             -   

4.2.02.02 Bantuan Keuangan                                      -               29.902.297.238,00             29.902.297.238,00        29.902.297.238,00    100,00 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH          13.938.000.000,00          14.936.750.000,00          14.804.658.196,00          866.658.196,00       6,22 

4.3.01 Pendapatan Hibah                                     -                                       -                                       -                                  -             -   

4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                     -                                       -                                       -                                  -             -   

4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                      -                                        -                                        -                                   -             -   

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

         13.938.000.000,00          14.936.750.000,00          14.804.658.196,00          866.658.196,00       6,22 

4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP)

         13.938.000.000,00          14.936.750.000,00          14.804.658.196,00          866.658.196,00       6,22 

4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP             13.938.000.000,00             14.936.750.000,00             14.804.658.196,00            866.658.196,00        6,22 

    1.251.377.983.074,00      1.283.490.212.312,00      1.288.241.260.246,00     36.863.277.172,00       2,95 JUMLAH PENDAPATAN

KODE URAIAN

 Jumlah (Rp)  Bertambah/Berkurang 
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BAB III 

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH  

 
Anggaran belanja daerah pada perubahan PPAS Tahun 2024 

ditargetkan sebesar Rp 1.337.805.497.363,00 bertambah sebesar                  

Rp 64.976.678.366,00 atau 5,10 persen dari pagu APBD Murni. Adapun 

uraian rincinya sebagai berikut: 

1. Belanja Operasi Rp 1.238.131.514.503,00 bertambah sebesar                    

Rp 64.410.828.883,00 atau 5,49 persen dari anggaran APBD Tahun 

2024; 

2. Belanja Modal Rp 90.119.471.505,00 bertambah sebesar                            

Rp 3.518.887.707,00 atau sebesar 4,06 persen dari anggaran APBD 

murni tahun 2024, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, 

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan 

irigasi, belanja modal aset tetap lainnya; serta belanja modal asset 

lainnya; 

3. Belanja Tidak Terduga Rp 9.554.511.355,00 berkurang sebesar                       

Rp 2.953.038.224,00 atau 23,61 persen dari anggaran APBD Tahun 

2024. 

Secara rinci rencana perubahan anggaran belanja pada perubahan 

PPAS tahun 2024 terdapat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.1  

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2024 

 APBD TA 2024 

 PENJABARAN 

PERUBAHAN PERKADA 

APBD TA 2024 (Parsial) 

 PERUBAHAN PPAS 2024  (Rp)  % 

1 2 3 4 5 6 = 5 - 3 7

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI      1.173.720.685.620,00     1.194.193.496.539,00      1.238.131.514.503,00       64.410.828.883,00           5,49 

5.1.01 Belanja Pegawai           562.665.864.626,00           564.590.396.626,00           565.602.696.626,00            2.936.832.000,00            0,52 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa           535.999.670.185,00           554.634.709.104,00           595.889.084.783,00          59.889.414.598,00          11,17 

5.1.05 Belanja Hibah             71.752.650.809,00             71.665.890.809,00             73.573.233.094,00            1.820.582.285,00            2,54 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial               3.302.500.000,00               3.302.500.000,00               3.066.500.000,00 -            236.000.000,00           (7,15)

5.2 BELANJA MODAL          86.600.583.798,00        101.694.861.367,00          90.119.471.505,00         3.518.887.707,00           4,06 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin             39.639.880.280,00             49.797.423.749,00             51.369.353.362,00          11.729.473.082,00          29,59 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan             30.421.868.358,00             30.358.019.758,00             16.948.742.763,00 -        13.473.125.595,00         (44,29)

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi             10.984.356.980,00             15.990.648.980,00             16.050.356.500,00            5.065.999.520,00          46,12 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya               3.592.478.180,00               3.586.768.880,00               3.605.018.880,00                12.540.700,00            0,35 

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya               1.962.000.000,00               1.962.000.000,00               2.146.000.000,00               184.000.000,00            9,38 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA          12.507.549.579,00            9.052.690.329,00            9.554.511.355,00 -       2.953.038.224,00        (23,61)

5.3.01 Belanja Tidak Terduga             12.507.549.579,00               9.052.690.329,00               9.554.511.355,00 -         2.953.038.224,00         (23,61)

     1.272.828.818.997,00     1.304.941.048.235,00      1.337.805.497.363,00       64.976.678.366,00           5,10 

KODE URAIAN

 Jumlah (Rp)  Bertambah/Berkurang 

JUMLAH BELANJA
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BAB IV 

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN 

PROGRAM/KEGIATAN 
 

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2024 merupakan 

formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan 

kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) Daerah mulai dari tingkat Kelurahan sampai 

dengan Tingkat Kota serta Forum Perangkat Daerah (FPD) di seluruh 

Perangkat Daerah di luar Kecamatan. Musrenbang dan FPD menjadi 

media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas 

dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia 

usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi. 

Di Kota Sukabumi, penentuan program dan kegiatan daerah 

Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018- 

2023 pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian 

proyeksi pendapatan dan belanja daerah khusunya yang berasal dari dana 

transfer dan SiLPA, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas 

Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan dalam 

dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2024, 

bahwa untuk tujuan optimalisasi pelaksanaan KUA Tahun 2024, 

diperlukan perubahan anggaran baik untuk penambahan sub kegiatan, 

adanya penghapusan kegiatan, pergeseran/perubahan pagu, serta 

penambahan dan pengurangan output sub kegiatan. 

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota 

Sukabumi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta 
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lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan 

Misi Kota Sukabumi, baik Visi dan Misi dalam jangka panjang sesuai 

RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025, maupun Visi dan Misi jangka 

menengah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota 

Sukabumi Tahun 2018-2023, dan melanjutkan program-program prioritas 

yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 

2024.  

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah 

pada Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 disusun 

dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang 

berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan. Kebijakan Belanja 

Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dilakukan melalui pengaturan 

pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, untuk 

mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, dan 

rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam upaya pencapaian target-target, proses pengalokasian 

anggaran harus sejalan dengan perencanaan pada indikator-indikator 

program/kegiatan. Perubahan PPAS Tahun 2024 sebagai salah satu 

tahapan dalam proses penyusunan Perubahan APBD dapat berperan 

sebagai alat dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas dengan 

anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi. 

Fokus utama dalam perubahan PPAS Tahun 2024 ini adalah untuk 

pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas pembangunan, program 

unggulan serta yang pemenuhan program di setiap perangkat daerah 

disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. 
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Secara rinci perubahan pagu anggaran perangkat daerah pada 

perubahan PPAS Tahun 2024 ini tercantum pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 

Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2024 

PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (7 - 3) 10 = (8 - 4) 11 12

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan        259.000.738.343,00        259.000.738.343,00        259.660.738.343,00         660.000.000,00           0,25 

2. Dinas Kesehatan            2.248.750.000,00        122.880.746.509,00             2.248.750.000,00        131.511.105.829,00             3.366.658.196,00        134.870.506.599,00       1.117.908.196,00     11.989.760.090,00                 49,71           9,76 

RSUD Syamsudin, S.H        320.000.000.000,00        323.306.425.898,00         320.000.000.000,00        323.306.425.898,00         305.000.000.000,00        329.097.056.807,00    (15.000.000.000,00)      5.790.630.909,00                  (4,69)           1,79 

RSUD Al-Mulk          13.453.966.849,00          14.953.966.849,00           13.453.966.849,00          14.953.966.849,00           14.243.071.860,00          18.147.791.105,00          789.105.011,00      3.193.824.256,00                   5,87         21,36 

Puskesmas Selabatu            2.220.000.000,00            3.082.877.000,00             2.220.000.000,00            3.082.877.000,00             2.581.930.000,00            3.864.316.898,00          361.930.000,00         781.439.898,00                 16,30         25,35 

Puskesmas Sukabumi            2.985.980.000,00            2.985.980.000,00            2.985.980.000,00                              -                 -   

Puskesmas Cipelang            1.869.641.000,00            1.869.641.000,00            1.869.641.000,00                              -                 -   

Puskesmas Benteng            1.893.342.000,00            1.893.342.000,00            1.893.342.000,00                              -                 -   

Puskesmas Pabuaran            1.174.833.000,00            1.174.833.000,00            1.174.833.000,00                              -                 -   

Puskesmas Nanggeleng            1.221.704.000,00            1.221.704.000,00            1.221.704.000,00                              -                 -   

Puskesmas Tipar            1.556.478.000,00            1.556.478.000,00            1.556.478.000,00                              -                 -   

Puskesmas Gedongpanjang            1.472.352.000,00            1.472.352.000,00            1.472.352.000,00                              -                 -   

Puskesmas Baros            2.562.239.000,00            2.562.239.000,00            2.562.239.000,00                              -                 -   

Puskesmas Lembursitu            1.486.098.000,00            1.486.098.000,00            1.486.098.000,00                              -                 -   

Puskesmas Karang Tengah            1.759.141.000,00            1.759.141.000,00            1.759.141.000,00                              -                 -   

Puskesmas Sukakarya            1.246.001.000,00            1.246.001.000,00            1.246.001.000,00                              -                 -   

Puskesmas Limusnunggal            1.407.993.000,00            1.407.993.000,00            1.407.993.000,00                              -                 -   

Puskesmas Cikundul            1.607.153.000,00            1.607.153.000,00            1.607.153.000,00                              -                 -   

Puskesmas Cibeureum Hilir            1.467.858.000,00            1.467.858.000,00            1.467.858.000,00                              -                 -   

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang               418.000.000,00          55.217.039.010,00                418.000.000,00          64.785.784.690,00                418.000.000,00          68.805.784.690,00                              -       13.588.745.680,00                      -           24,61 

4. Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam

Kebakaran          13.257.933.662,00          13.757.907.662,00          14.007.714.912,00         749.781.250,00           5,66 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah            4.085.263.009,00            6.930.263.009,00            7.081.137.009,00      2.995.874.000,00         73,33 

6. Dinas Sosial            7.396.556.001,00            7.396.556.001,00            7.507.174.001,00         110.618.000,00           1,50 

7. Dinas Tenaga Kerja            4.354.449.939,00            4.354.449.939,00            4.528.431.739,00         173.981.800,00           4,00 

8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak
         12.507.237.357,00          12.507.237.357,00          12.476.812.557,00          (30.424.800,00)          (0,24)

9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan
              489.210.000,00          14.079.745.744,00                489.210.000,00          16.721.344.744,00                489.210.000,00          17.422.698.994,00                              -        3.342.953.250,00                      -           23,74 

10. Dinas Lingkungan Hidup               702.434.000,00          30.782.065.257,00                702.434.000,00          38.418.486.617,00                900.000.000,00          38.874.362.767,00          197.566.000,00      8.092.297.510,00         26,29 

11.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            6.551.177.073,00            6.625.426.983,00            6.775.394.546,00         224.217.473,00           3,42 

12. Dinas Perhubungan            1.530.890.550,00          18.851.474.828,00             1.530.890.550,00          20.239.494.193,00             1.530.890.550,00          20.577.450.943,00                              -        1.725.976.115,00                      -             9,16 

13. Dinas Komunikasi dan Informatika            6.625.717.431,00            6.625.717.431,00            6.916.342.431,00         290.625.000,00           4,39 

14. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian

dan Perdagangan
              129.896.000,00          14.650.795.222,00                129.896.000,00          14.650.795.222,00                129.896.000,00          14.844.875.222,00                              -           194.080.000,00                      -             1,32 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu
              883.982.600,00            6.360.925.915,00                883.982.600,00            6.360.925.915,00                944.182.000,00            6.607.583.415,00            60.199.400,00         246.657.500,00                   6,81           3,88 

16.
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata               205.000.000,00          14.107.176.782,00                205.000.000,00          14.107.176.782,00                205.000.000,00          14.880.224.932,00                              -           773.048.150,00           5,48 

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah          10.101.036.084,00          10.132.564.574,00          10.425.564.574,00         324.528.490,00           3,21 

18. Sekretariat Daerah          46.697.744.467,00          48.866.413.690,00          52.130.153.750,00      5.432.409.283,00         11,63 

19. Sekretariat DPRD          55.438.337.093,00          55.438.337.093,00          57.925.370.943,00      2.487.033.850,00           4,49 

20.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah          17.268.790.873,00          17.268.790.873,00          18.784.210.873,00      1.515.420.000,00           8,78 

21. Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah
         69.825.491.576,00          59.139.635.466,00           69.825.491.576,00          55.684.776.216,00           69.765.778.544,00          57.709.360.342,00           (59.713.032,00)      (1.430.275.124,00)                  (0,09)          (2,42)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah        839.270.361.499,00         871.382.590.737,00         888.666.643.096,00     49.396.281.597,00                              -                     5,89 

22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
           7.495.509.690,00            7.578.031.830,00            7.824.189.948,00         328.680.258,00           4,39 

23. Inspektorat Daerah            9.727.954.934,00            9.727.954.934,00            9.936.300.534,00         208.345.600,00           2,14 

24. Kecamatan Cikole          11.534.328.460,00          11.534.328.460,00          11.646.217.360,00         111.888.900,00           0,97 

Kelurahan Cikole               346.400.000,00               346.400.000,00               346.400.000,00                              -                 -   

Kelurahan Cisarua               507.800.000,00               507.800.000,00               507.800.000,00                              -                 -   

Bertambah/Berkurang

Rp %
NO. PERANGKAT DAERAH

PAGU ANGGARAN (Rp)

APBD MURNI 2024
 PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2024 

(Parsial) 
 PERUBAHAN PPAS 2024 
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PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (7 - 3) 10 = (8 - 4) 11 12

Kelurahan Gunung Parang               342.800.000,00               342.800.000,00               342.800.000,00                              -                 -   

Kelurahan Kebon Jati               407.000.000,00               407.000.000,00               427.000.000,00           20.000.000,00           4,91 

Kelurahan Sela Batu               417.800.000,00               417.800.000,00               417.800.000,00                              -                 -   

Kelurahan Subangjaya               509.000.000,00               509.000.000,00               509.000.000,00                              -                 -   

25. Kecamatan Gunung Puyuh            8.693.689.687,00            8.693.689.687,00            8.813.709.687,00         120.020.000,00           1,38 

Kelurahan Gunungpuyuh               382.400.000,00               382.400.000,00               382.400.000,00                              -                 -   

Kelurahan Karamat               351.800.000,00               351.800.000,00               351.800.000,00                              -                 -   

Kelurahan Karang Tengah               499.400.000,00               499.400.000,00               499.400.000,00                              -                 -   

Kelurahan Sriwedari               435.800.000,00               435.800.000,00               435.800.000,00                              -                 -   

26. Kecamatan Citamiang            9.689.150.831,00            9.689.150.831,00            9.765.662.731,00           76.511.900,00           0,79 

Kelurahan Citamiang               355.400.000,00               355.400.000,00               370.400.000,00           15.000.000,00           4,22 

Kelurahan Tipar               380.600.000,00               380.600.000,00               380.600.000,00                              -                 -   

Kelurahan Gedong Panjang               315.200.000,00               315.200.000,00               315.200.000,00                              -                 -   

Kelurahan Nanggeleng               452.600.000,00               452.600.000,00               452.600.000,00                              -                 -   

Kelurahan Cikondang               360.800.000,00               360.800.000,00               360.800.000,00                              -                 -   

27. Kecamatan Warudoyong          10.288.014.599,00          10.288.014.599,00          10.383.954.349,00           95.939.750,00           0,93 

Kelurahan Warudoyong               317.000.000,00               317.000.000,00               317.000.000,00                              -                 -   

Kelurahan Nyomplong               384.800.000,00               384.800.000,00               384.799.993,00                          (7,00)          (0,00)

Kelurahan Benteng               422.000.000,00               422.000.000,00               422.000.000,00                              -                 -   

Kelurahan Dayeuhluhur               516.200.000,00               516.200.000,00               516.200.000,00                              -                 -   

Kelurahan Sukakarya               401.599.980,00               401.599.980,00               401.599.980,00                              -                 -   

28. Kecamatan Baros            7.652.084.841,00            7.652.084.841,00            7.770.583.741,00         118.498.900,00           1,55 

Kelurahan Baros               470.600.000,00               470.600.000,00               470.600.000,00                              -                 -   

Kelurahan Jayaraksa               325.400.000,00               325.400.000,00               325.400.000,00                              -                 -   

Kelurahan Jaya Mekar               310.400.000,00               310.400.000,00               335.400.000,00           25.000.000,00           8,05 

Kelurahan Sudajayahilir               326.600.000,00               326.600.000,00               326.600.000,00                              -                 -   

29. Kecamatan Lembur Situ            9.296.299.319,00            9.296.299.319,00            9.426.299.319,00         130.000.000,00           1,40 

Kelurahan Lembursitu               489.200.000,00               489.200.000,00               489.200.000,00                              -                 -   

Kelurahan  Cipanengah               335.600.000,00               335.600.000,00               335.600.000,00                              -                 -   

Kelurahan Cikundul               343.997.123,00               343.997.123,00               343.997.123,00                              -                 -   

Kelurahan Sindangsari               288.200.000,00               288.200.000,00               288.200.000,00                              -                 -   

Kelurahan Situmekar               323.600.000,00               323.600.000,00               323.600.000,00                              -                 -   

30. Kecamatan Cibeureum            8.700.482.414,00            8.700.482.414,00            8.773.562.414,00           73.080.000,00           0,84 

Kelurahan Cibeureumhilir               409.400.000,00               409.400.000,00               409.400.000,00                              -                 -   

Kelurahan Babakan               374.000.000,00               374.000.000,00               374.000.000,00                              -                 -   

Kelurahan Sindangpalay               337.400.000,00               337.400.000,00               337.400.000,00                              -                 -   

Kelurahan Limusnunggal               386.600.000,00               386.600.000,00               386.600.000,00                              -                 -   

31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          32.515.238.307,00          32.515.238.307,00          32.945.748.792,00         430.510.485,00           1,32 

1.251.377.983.074,00      1.272.828.818.997,00      1.283.490.212.312,00       1.304.941.048.235,00      1.288.241.260.246,00       1.337.805.497.363,00      36.863.277.172,00     64.976.678.366,00     2,95                    5,10            

Bertambah/Berkurang

Rp %

Jumlah

NO. PERANGKAT DAERAH

PAGU ANGGARAN (Rp)

APBD MURNI 2024
 PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2024 

(Parsial) 
 PERUBAHAN PPAS 2024 
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Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada 

Perubahan PPAS Tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel-tabel pada 

dokumen perubahan PPAS Kota Sukabumi Tahun 2024 atau Buku I dan 

II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Daftar tabel tersebut antara lain: 

BUKU/LAMPIRAAN I 

Tabel I Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2024 
Kota Sukabumi  

BUKU/LAMPIRAN II 

Tabel I Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan 
Pembiayaan Daerah T.A. 2024  

 II Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per 
Urusan/SKPD 

 III Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD 
per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A. 2024 

 IV Perubahan Plafon Anggaran untuk Belanja Pegawai, 
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan 
Sosial, Modal, Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan, 
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 
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BAB V 

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH  

 
Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk 

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. 

Rencana perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

daerah pada perubahan PPAS Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5.1 

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2024 

 APBD TA 2024 

 PENJABARAN 

PERUBAHAN PERKADA 

APBD TA 2024 (Parsial) 

 PERUBAHAN PPAS 2024  (Rp)  % 

1 2 3 4 5 6 = 5 - 3 7

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya
          23.450.835.923,00           23.450.835.923,00           51.564.237.117,00        28.113.401.194,00     119,88 

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan                                    -                                      -                                      -                                   -              -   

6.1.03
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan
                                   -                                      -                                      -                                   -              -   

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah                                    -                                      -                                      -                                   -              -   

6.1.05
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah
                                   -                                      -                                      -                                   -              -   

6.1.06 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

                                   -                                      -                                      -                                   -              -   

        23.450.835.923,00         23.450.835.923,00         51.564.237.117,00     28.113.401.194,00    119,88 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan                                    -                                      -                                      -                                   -              -   

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah             2.000.000.000,00             2.000.000.000,00             2.000.000.000,00                                 -              -   

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh

Tempo

                                   -                                      -                                      -                                   -              -   

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah                                    -                                      -                                      -                                   -              -   

6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

                                   -                                      -                                      -                                   -              -   

          2.000.000.000,00           2.000.000.000,00           2.000.000.000,00                                -              -   

        21.450.835.923,00         21.450.835.923,00         49.564.237.117,00     28.113.401.194,00    131,06 PEMBIAYAAN NETTO

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

KODE URAIAN

 Jumlah (Rp)  Bertambah/Berkurang 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
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BAB VI 

PENUTUP  

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.  

Jika dalam Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024  ini, 

terdapat penyesuaian kebijakan Pemerintah maupun hasil pembahasan 

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi serta 

masih ada hal-hal yang belum tercantum dalam perubahan PPAS APBD 

Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 yang mengakibatkan perubahan, 

maka tidak harus merubah kesepakatan Perubahan PPAS yang telah 

disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. 

 
Sukabumi,      Agustus   2024 

 
Pj. WALI KOTA SUKABUMI, 

 
 

 
 

 
KUSMANA HARTADJI 

 


